PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Telepon: 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 41 TAHUN 2011

TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN

Menimbang - a. bahwa Peraturun Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Pajak Parkir telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotn Medan dan Walikota Medan berdasarkan Keputusan
Bersama Nomor 188.342/5915/Kep-DPRD/2011 dan Nomor 974715010
tanggal 29 Juli 2011 dan telah dicvaluasi oleh Gubernur Sumatera Utara
berdasarkan Surat Nomor 188.342/9550 tanggal 27 September 2011:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurul a.
dipandang perlu  membentuk  Peraturan  Walikora Medan tentang
Pelaksanaan Peraturan Dacrah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011
tentang Pajak Parkir:

Mengingat ; I. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
39. Tambahan [ embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan

Surat Paksa (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 1997 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3019)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomeor
19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pujak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987),

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajuk
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189),
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6.

11,

13.

14.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaban Dacrah
(I.emburan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana lelah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia
MNomuor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penatann Ruang
(Lembaran Negard Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomot 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajuk Daerah dan

Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan
dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4049),

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentung Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penvelengoaraan Pemerintahan Daerah  (Lembaran
Negars Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4393);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 temung Pembagian Urasan
Pemmerintahan  antara Pemerintah, Pemerintnhan Daersh  Provinsi ~dan
Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota (Lembaran Neguara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737)

Peraturan Pemerintah Nomaor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
Dan Pemanfaatan Insentif Pemunputan Pajak Daersh Dan  Retribusi
Daerah (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S161)

. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah

Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar
Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179).

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007  tentang

Penguwasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
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Menetapkan

1 7. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajuk Parkir
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 9).

MEMUTUSKAN

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAIIUN 2011
TENTANG PAJAK PARKIR,

Pasal 1
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan ini diserahkan kepada Dinas
Pendapatan Kota Medan.

Pasal 2
Hal-hal yang menvangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Walikota,

Pasal 3
Permuran Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalum Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 13 Clcbobex 2011
WALIKOTA MEDAN

dto

Drs. H. RAIHUDMAN HARAHAP, MM

Diundangkan di Medan
pada tanggal 13 Otobez 2011

SEKRETARIS DALRAH KOTA MEDAN

tr. SYATFUT BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAIHUN 20011 NOMOR 41, -

&



